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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
B NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR |
L NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN" BELANJA DAERAH L

- Memmbang

' Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020 o
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA o

BUPATI KARANGANYAR

- periu dxubah

-~ b.bahwa ' berdasarkan v pertlmbangan sebagalmana_
o ’_dlmaksud huruf a perlu ‘membentuk Peraturan Bupati
- tentang Perubahan Kedua _atas ~ Peraturan - ‘Bupati-
"Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran =~
Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun '

L : :;Anggaran 2020

: - Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 17 - 'I‘ahun 2003 teritairi‘gv
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2003 -Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara'.

= Repubhk Indonema Nomor 4286)

a bahwa guna keteruban adrmmstram dan ‘kelancaran

~ penyelenggaraan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa -
. ', (TMMD) pada Dinas : Pemeberdayaan Masyarakat Desa
- yang bersumber dari Belanja Bantuan . Keuangan
L Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
~ Tengah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati .
»"Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran

.~ .. Anggaran ‘Pendapatan  dan Belanja Daerah  Tahun’ ) B
'~ Anggaran 2020 sebagaimana  telah d1ubah dengan
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor. 3 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatl Karanganyar .

~ Nomor 101 Tahun 2019 tentang’ Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2020»

1 Undang Undang "f N'ofnbfi 13- ‘vTahim ’1950 tentan'gv'
‘Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten ~dalam



-

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - '

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor = 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

~ telah  diubah . beberapa = kali terakhir  dengan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik »Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



-
-
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‘ ’Peraturan Pernermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang’
~ . Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik.
. Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran '
- 'Negara Republik Indonesia - Nomor 5272); .  ;; -
‘Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang S
. Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota - a
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan o
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
" Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran - Negara
_ 'Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan' DERERE
' - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), SR
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang ER
;—"vf,-"Pengelolaan dan- Pemanfaatan Dana. Kapitasi Jaminan =~
- ~Kesehatan ‘Nasional pada Fasﬂltas Kesehatan Tlngkat Coe
" Pertama Milik Pemenntahan Daerah sebagalmana telah
~diubah  dengan ~Peraturan Presiden Nomor 75 =
- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden -
~ Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; = =
Peraturan- Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun .
. Anggaran 2019; = ST
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006'_‘ .
"~ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

U 'sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

o tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

~ Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman_' k
A Pengelolaan Keuangan Daerah; o :

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011‘
' ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

B yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

~ Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

,terakhlr dengan Peraturan Menteri - Dalam  Negeri

ST

21

 Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
- atas - Peraturan Menten Dalam = Negeri Nomor 32
©“Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
'Bantuan - Sosial yang Bersumber dan Anggaran o
‘ Pendapatan dan Belan_]a Daerah; =
‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 33 Tahun 2019 J
. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan‘__ T
- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; :

- 20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ‘Nomor 17 o

~ Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019
. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
B ‘Daerah Prov1n81 Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ’_j



« -

Menetapkan

22. Peraturan. Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
- Nomor 21); E - o '

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16)
‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang
-Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan = Perangkat = Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22); .

24, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019

‘tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3
‘Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020 Nomor 3); - , .

'MEMUTUSKAN : o
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 101

- TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH " TAHUN
ANGGARAN 2020. - o . o

' Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 20 19
Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101

"~ Tghun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

" Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai
berikut: ' :

1. Ketentuan Lampiran II.1 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.1 Peraturan ini.

2. Ketentuan Lampiran I1.2 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.2 Peraturan ini.



. e
. 3

SUTARNO T T e . - .
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 20

Pasal II

~ Peraturan - Bupati’ iir_li muvlau berlaku pada tanggal -
- _dlundangkan . I R

Agar setlap " orang mengetahumya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya o
- dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar :

S Dltetapkan di Karanganyar
.~ - pada tanggal 12 Maret 2020
. - BUPATI KARANGANYAR,

~ JULIYATMONO

‘Dlundangkan di Karanganyar |
pada tanggal : . v Gl e R
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Sélinaﬁ sesuai dengan ":aSIihYét" e
- SEKRETARIS DAERAH .
o -,Q_KABUPATEN KARANGANYAR o




